
 
 

 

SALINAN 

 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 94 TAHUN 2012 
 

TENTANG 
  

HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM 
YANG BERADA DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG  

 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
Menimbang  : bahwa untuk memberikan jaminan keamanan dan 

kesejahteraan Hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 
48 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman serta untuk melaksanakan 
ketentuan Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang Nomor 49 
Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, 
Pasal 24 ayat (6) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 
7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 25 ayat 
(6) Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 
1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan 
berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik 
Indonesia Nomor 37/PUU-X/2012 Tanggal 31 Juli 2012, 
perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Hak 
Keuangan dan Fasilitas Hakim yang Berada di Bawah 
Mahkamah Agung; 

Mengingat 

 

: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang–Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

 2. Undang-Undang . . . 



 
 

 
 

- 2 - 
 

 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang 
Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3890); 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 
Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) 
sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4958); 

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) 
sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5077); 

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang 
Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) 
sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5078); 

6. Undang-Undang . . . 
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6. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang 
Peradilan Militer  (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1997 Nomor 84, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713); 

7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 
Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3344) sebagaimana telah dua kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 
2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2009 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5079); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

9. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076); 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG HAK KEUANGAN 

DAN FASILITAS HAKIM YANG BERADA DI BAWAH 
MAHKAMAH AGUNG. 

 
BAB I  

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud 
dengan: 

1. Hakim . . . 
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1. Hakim adalah hakim pada badan peradilan yang 
berada dibawah Mahkamah Agung dalam 
lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan 
agama, lingkungan peradilan militer, dan 
lingkungan peradilan tata usaha negara. 

2. Pengadilan adalah pengadilan tingkat pertama dan 
pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan 
umum, peradilan agama, peradilan militer, dan 
peradilan tata usaha negara. 

 
 

BAB II 
HAK KEUANGAN DAN FASILITAS 

 
Pasal 2 

 
Hak keuangan dan fasilitas bagi Hakim terdiri atas: 

a. gaji pokok; 

b. tunjangan jabatan; 

c. rumah negara; 

d. fasilitas transportasi; 

e. jaminan kesehatan; 

f. jaminan keamanan; 

g. biaya perjalanan dinas; 

h. kedudukan protokol;  

i. penghasilan pensiun; dan 

j. tunjangan lain. 
 
 

Pasal 3 
 

(1) Gaji pokok  Hakim sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 huruf a diberikan setiap bulan berdasarkan 
jenjang karir dan masa jabatan.  

(2) Ketentuan . . . 
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(2) Ketentuan dan besaran gaji pokok Hakim sama 
dengan ketentuan dan besaran gaji pokok pegawai 
negeri sipil. 

(3) Dalam hal besaran gaji pokok Hakim lebih tinggi 
dari besaran gaji pokok pegawai negeri sipil, 
besaran gaji pokok Hakim tidak dinaikkan sampai 
setara dengan besaran gaji pokok pegawai negeri 
sipil. 

(4) Besaran gaji pokok Hakim sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1)  tercantum dalam Lampiran I yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Pemerintah ini, kecuali untuk Hakim 
dalam lingkungan peradilan militer yang diatur 
tersendiri.  

 
 

Pasal 4 
 

(1) Tunjangan jabatan Hakim sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 huruf b  diberikan setiap bulan 
berdasarkan jenjang karir, wilayah penempatan 
tugas, dan kelas pengadilan. 

(2) Tunjangan jabatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Pemerintah ini. 

 
 

Pasal 5 
 

(1) Hakim diberikan hak menempati rumah negara 
dan menggunakan fasilitas transportasi selama 
menjalankan tugasnya pada daerah penugasan 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

 
 (2) Dalam . . . 
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(2) Dalam hal rumah negara dan/atau sarana 
transportasi belum tersedia, Hakim dapat diberikan 
tunjangan perumahan dan transportasi sesuai 
dengan kemampuan keuangan negara yang 
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

 
 

Pasal 6 
 

(1) Hakim memperoleh kedudukan protokol dalam 
acara kenegaraan dan acara resmi. 

(2) Kedudukan protokol sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. 

 
 

Pasal 7 
 

(1) Hakim diberikan jaminan keamanan dalam 
pelaksanaan tugas. 

(2) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi: 
a. tindakan pengawalan; dan 
b. perlindungan terhadap keluarga. 

(3) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) didapatkan dari Kepolisian Negara Republik 
Indonesia atau petugas keamanan lainnya. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jaminan 
keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
diatur dengan Keputusan Mahkamah Agung. 

 
 
 
 

Pasal 8 . . . 
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Pasal 8 
 

(1) Hakim yang melakukan perjalanan dinas baik di 
dalam maupun di luar negeri diberikan biaya 
perjalanan dinas. 

(2) Biaya perjalanan dinas sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi: 
a. biaya transportasi menuju ke dan kembali ke 

tempat tujuan/tugas; dan 
b. biaya penginapan, uang representasi, dan uang 

harian. 

(3) Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a disesuaikan dengan kondisi transportasi 
wilayah yang dituju meliputi: 
a. angkutan udara; 
b. angkutan laut; dan/atau 
c. angkutan darat. 

(4) Biaya perjalanan dinas dalam negeri maupun luar 
negeri dibayarkan sesuai pengeluaran riil 
berdasarkan bukti pengeluaran yang sah. 

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya perjalanan 
dinas Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan 
Menteri Keuangan. 

 
 

Pasal 9 
 

(1) Hakim diberikan tunjangan lainnya berupa: 
a. tunjangan keluarga; 
b. tunjangan beras; dan 
c. tunjangan kemahalan. 

(2) Tunjangan keluarga sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) huruf a dihitung dari gaji pokok yang 
terdiri atas: 
a. tunjangan istri/suami sebesar 10% (sepuluh 

persen); dan 

b. tunjangan . . . 
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b. tunjangan anak sebesar 2% (dua persen) untuk 
paling banyak 2 (dua) orang anak.  

(3) Tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) huruf b diberikan 10 kg (sepuluh kilogram) 
untuk masing-masing anggota keluarga yang terdiri 
dari suami, istri, dan paling banyak 2 (dua) orang 
anak. 

(4) Tunjangan kemahalan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c tercantum dalam Lampiran III 
yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan Pemerintah ini. 

 
Pasal 10 

 
Hakim diberikan jaminan kesehatan sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 
 

Pasal 11 
 

Hakim diberikan hak pensiun sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan di bidang pensiun 
pegawai negeri sipil. 

 
 

BAB III 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 12 

 
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku 
maka: 

a. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2000 tentang 
Peraturan Gaji Hakim Peradilan Umum, Peradilan 
Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama;  

 
b. ketentuan . . . 
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b. ketentuan mengenai tunjangan khusus kinerja 
Hakim pada pengadilan tingkat pertama dan 
tingkat banding yang diatur dalam Peraturan 
Presiden Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tunjangan 
Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri di 
Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang 
Berada Dibawahnya; 

c. ketentuan mengenai Uang Kehormatan bagi Hakim 
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding 
yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 
Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Presiden Nomor 49 Tahun 2005 tentang Uang 
Kehormatan Bagi Hakim Pada Pengadilan Tindak 
Pidana Korupsi; 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.  
 
 

Pasal 13 
 

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, 
semua peraturan perundang-undangan yang mengatur 
mengenai hak keuangan dan fasilitas Hakim 
dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak 
bertentangan atau belum diubah berdasarkan 
Peraturan Pemerintah ini. 

 
 

Pasal 14 
 

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

 
 
 
 

Agar . . . 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan 
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia. 

 
Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal 29 Oktober 2012 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 
 
        ttd. 
 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 
 
 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 30 Oktober 2012 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
        REPUBLIK INDONESIA, 
 
     ttd   
 
           AMIR SYAMSUDIN 
 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 213 

 
 



 
 

 

LAMPIRAN I 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 94 TAHUN 2012  
TENTANG HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM 
YANG BERADA DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG 

 
   

DAFTAR GAJI POKOK HAKIM  
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM. PERADILAN AGAMA. DAN  

PERADILAN TATA USAHA NEGARA 
 

Masa 
Kerja 

 Golongan III   Golongan IV  
a b c d a b c d e 

0 
 

2.064.100  
 

2.151.400  2.242.400 
 

2.337.300   2.436.100  
 

2.539.200   2.646.600   2.758.500   2.875.200  

1                   

2 
 

2.125.700  
 

2.215.700  
 

2.309.400  
 

2.407.100   2.508.900  
 

2.615.000   2.725.600   2.840.900   2.961.100  

3                   

4 
 

2.189.200  
 

2.281.800  
 

2.378.300  
 

2.478.900   2.583.800  
 

2.693.100   2.807.000   2.925.700   3.049.500  

5                   

6 
 

2.254.600  
 

2.349.900  
 

2.449.300  
 

2.552.900   2.660.900  
 

2.773.500   2.890.800   3.013.100   3.140.500  

7                   

8 
 

2.347.100  
 

2.420.100  
 

2.522.500  
 

2.629.200   2.740.400  
 

2.856.300   2.977.100   3.103.100   3.234.300  

9                   

10 
 

2.450.100  
 

2.523.600  
 

2.599.300  
 

2.707.700   2.822.200  
 

2.941.600   3.066.000   3.195.700   3.330.900  

11                   

12 
 

2.557.600  
 

2.634.300  
 

2.713.400  
 

2.794.800   2.906.500  
 

3.029.400   3.157.600   3.291.100   3.430.300  

13                   

14 
 

2.669.800  
 

2.749.900  
 

2.832.400  
 

2.917.400   3.004.900  
 

3.119.900   3.251.800   3.389.400   3.532.800  

15                   

16 
 

2.787.000  
 

2.870.600  
 

2.956.700  
 

3.045.400   3.136.800  
 

3.230.900   3.348.900   3.490.600   3.638.200  

17                   

18 
 

2.909.300  
 

2.996.600  
 

3.086.500  
 

3.179.100   3.274.500  
 

3.372.700   3.473.900   3.594.800   3.746.900  
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Masa 
Kerja 

 Golongan III   Golongan IV  
a b c d a b c d e 

19                   

20 
 

3.037.000  
 

3.128.100  
 

3.221.900  
 

3.318.600   3.418.200  
 

3.520.700   3.626.300   3.735.100   3.858.700  

21                   

22 
 

3.170.300  
 

3.265.400  
 

3.363.300  
 

3.464.200   3.568.200  
 

3.675.200   3.785.500   3.899.000   4.016.000  

23                   

24 
 

3.309.400  
 

3.408.700  
 

3.510.900  
 

3.616.300   3.724.800  
 

3.836.500   3.951.600   4.070.100   4.192.200  

25                   

26 
 

3.454.600  
 

3.558.300  
 

3.665.000  
 

3.775.000   3.888.200  
 

4.004.900   4.125.000   4.248.800   4.376.200  

27                   

28 
 

3.606.200  
 

3.714.400  
 

3.825.900  
 

3.940.600   4.058.800  
 

4.180.600   4.306.000   4.435.200   4.568.300  

29                   

30 
 

3.764.500  
 

3.877.400  
 

3.993.800  
 

4.113.600   4.237.000  
 

4.364.100   4.495.000   4.629.900   4.768.700  

31                   

32 
 

3.929.700  
 

4.047.600  
 

4.169.000  
 

4.294.100   4.422.900  
 

4.555.600   4.692.300   4.833.000   4.978.000  

 
 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

 
                      ttd. 
 
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI 

Asisten Deputi Perundang-undangan  
Bidang Politik dan Kesejahteraan Rakyat. 

 

 

 

Wisnu Setiawan 

 



 
 

 

LAMPIRAN II 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 94 TAHUN 2012  
TENTANG 
HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM YANG BERADA 
DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG 

 
TUNJANGAN HAKIM  

DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM. PERADILAN AGAMA.  
PERADILAN TATA USAHA NEGARA. DAN PERADILAN MILITER 

 
 

NO JABATAN 

Pengadilan 
Tinggi, 

Dilmiltama, 
Dilmilti  

   

A HAKIM TINGKAT 
BANDING 

    

 
1 

 
Ketua/Kepala 

  
40.200.000  

      

2 Wakil Ketua/Wakil 
Kepala 

  
36.500.000 

      

3 Hakim 
Utama/Mayjen/ 
Laksda/Marsda TNI 

  
33.300.000  

      

4 Hakim Utama 
Muda/Brigjen/ 
Laksma/Marsma TNI 

 
 

31.100.000  
      

5 Hakim Madya 
Utama/Kolonel 

  
29.100.000  

      

6 Hakim Madya 
Muda/Letnan Kolonel 

 
 27.200.000 
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Pengadilan  
Kelas IA Khusus 

(termasuk Hakim 
Yustisial yang 
diperbantukan 
pada MA RI 
sebagai Asisten 
Koordinator) 

Pengadilan Kelas 
IA 

 (termasuk Hakim 
Yustisial lainnya 

yang 
diperbantukan 
pada MA RI), 
Dilmil tipe A 

Pengadilan 
Kelas IB, 

Dilmil    
tipe B 

Pengadilan 
Kelas II 

B 
HAKIM TINGKAT 

PERTAMA 
   

 

1 Ketua/Kepala 27.000.000   23.400.000 20.200.000 17.500.000 
2 Wakil Ketua/Wakil 

Kepala 
  

24.500.000  
 

 21.300.000  
  

18.400.000  
  

15.900.000  
3 Hakim Utama 24.000.000   20.300.000   17.200.000   14.600.000  
4 Hakim Utama Muda  22.400.000  19.000.000   16.100.000   13.600.000  
5 Hakim Madya 

Utama/Kolonel 
  

21.000.000  
 

 17.800.000  
 

 15.100.000  
 

12.800.000  
6 Hakim Madya 

Muda/Letnan Kolonel 
 

19.600.000  
  

16.600.000  
  

14.100.000  
 

11.900.000  
7 Hakim Madya 

Pratama/Mayor 
 18.300.000   15.500.000   13.100.000  

  
11.100.000  

8 Hakim Pratama Utama  17.100.000  14.500.000   12.300.000   10.400.000  
9 Hakim Pratama 

Madya/ Kapten 
 

 16.000.000  
 

 13.500.000  
 

 11.500.000  
  

9.700.000  
10 Hakim Pratama Muda 14.900.000   12.700.000   10.700.000   9.100.000  
11 Hakim Pratama  14.000.000   11.800.000   10.030.000  8.500.000  
      

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

                                                                      ttd. 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

 



 
 

 

LAMPIRAN III 
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA 
NOMOR 94 TAHUN 2012       
TENTANG 
HAK KEUANGAN DAN FASILITAS HAKIM YANG BERADA 
DI BAWAH MAHKAMAH AGUNG 

 
TUNJANGAN KEMAHALAN 

Zona Wilayah 
Tunjangan 
Kemahalan 

  
Zona 1 

 
DKI Jakarta dan lokasi kerja lainnya yang tidak termasuk pada 
zona 2, zona 3, dan zona 3 khusus 

 
- 

 
Zona 2 

 
Aceh. Riau. Kepulauan Riau. Bangka Belitung. Kalimantan Barat, 
Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, 
Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, 
Sulawesi Tenggara, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur 

 
 

 
 1.350.000 

 
Zona 3 

 
Papua, Irian Jaya Barat, Maluku. Maluku Utara, Toli-Toli, Poso, 
Tarakan, Nunukan 

 
 

2.400.000 
 
Zona 3 
Khusus 

 
Bumi Halmahera (Maluku), Wamena (Papua), Tahuna (Sulawesi 
Utara) 

 
 

10.000.000 
 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

                      ttd. 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

 


